


7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan
Penyelenggaxaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun }01A Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5150) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan

Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan
Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahnn 2010 Nomor 112, Tarnbahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5157);

8. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas,

dan Fungsi Kementerian Negara serta susunan Organisasi, Tugas dan

Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali
diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2014
tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun
2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta

Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 tentang

standar smana dan Prasarana untuk Sekolah Dasar/lvladrasah

Ibtidaiyab Sekolah Menengah Pertamallrdadrasah Tsanawiyah, dan
Sekolah Menengah Atas/Irdadrasah Aliyah;

10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang
Standar Pelayanan Minimal Pendidikan di Kabupaten/I(ota

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan

Kebudayaan Nomor 23 Tatrun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan

Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar

Pelayanan Mnimal Pendidikan di Kabupaten/Kota;

ll. Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 2008 tentang Standar

Kompetensi Lulusan dan Standff Isi Pendidikan Agama Islam dan

Bahasa Arab di Madrasah;

12. Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengawas

Madrasah dan Pengawas Pendidikan Agama Islam pada Sekolah

sebagaimana tetah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 3l
Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peratuan Menteri Agamu Nomor 2
Tahun 2012 tentang Pengawas Madrasah dan Pengawas Pendidikan

Agama Islam pada Sekolah;

13. Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2A1.3 tentang

Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah;

14. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 1385 Tahun

2014 tentang Petunjuk Teknis Pendirian Madrasatr yang

diseleng garakan oleh Masyarakat

Memperhatikan : Surat Rekomendasi Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Barito

Timnr Nomor : B-133I/Kk.l5.lzl3tPP.00.7/0612016 tanggal 29 Juli 2016,

tentang Rekomendasi Izin Operasional Pendirian Madrasah Ibtidaiyah

Swasta Al-Fitrah Kecamatan Dusun Timur Kabupaten Barito Timur
Provinsi Kalimantan Tengah.
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